Menimbang

Mengingat

PE : .
ERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

LEMB

NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

AGA - LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUFATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peratu.ran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Orgarusasi Perangkat Daerah mengenai Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten perlu diatur dalam Peraturan
Daerah;

b;ahwa berd:sarkan’  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga — Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Banggai.

."Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indone:ssia Nomor 1822); .
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembzntukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor &3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389 );

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4547);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerir]tah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik. Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Reptiblik Indonesia Nomor 4737); : '
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran _h{)egara
Republik Indonesia Tahun 2007 N_omor 89, Tam"ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN - DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN

TATA KERJA LEMBAGA - L
— LEMBAC :
KABUPATEN BAN : AGA TEKNIS DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

il Daerah adalah Kabupaten Banggai.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Banggai.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai.

6. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan,
dan kelurahan.

7. Lembaga Tehnis Daerah adalah Badan, Inpektorat dan Kantor yang
merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah.

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis tertentu dalam
pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga — Lembaga Teknis daerah

Kabupaten Banggai, meliputi :
Inspektorat;

Daerah;
Badan Perencanaan Pembangunan oo Desa
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeri '

aian Daerah, N .

Lingkungan Hidup; _
g:gzg Egggﬁjgfg;ngs%. Politik dan Perlindungan Masyarakat;

Badan Pemberdayaan Perempuan ?nkfrilsﬁtrg;perencana,
Kantor Perpustakaan, Ars_lpanPd:_g 0 :
Kantor Satuan Polisi Pamong Fraj:

— oD@ Mo A0 oW
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“BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS]

Bagian Pertamg
Kedudukan

Pasal 3

Lembaga Tehknis Daer. L
oleh seorang kepai yane;hbmerupakem ansur pelaksana tugas tertentu, dipimpin

melalul Sekretaris paron? erada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat - mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan Pémerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa.

Pasal §

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirhéksud dalam Pasal 4
Inspektorat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan Teknis dibidang Pengawasan:;

b. Penyusunan Program kegiatan Pengawasan dibidang Pemerintahan dan
Aparatur, Keuangan, Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial;

c. Pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten;

d. Penguijian, pengusutan dan penilaian kebenaran laporan penyimparigan serta
penyalahgunaan tugas Ferangkat Daerah;

e. Pembinaan tenaga fungsional pengawas dilingkungan Inspektorat Kabupaten;

Pengelolaan administrasi umum meliputi;  ketatalaksanaan, keuangan,

kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. :

—h

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretaris, meliputi : .
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
3. Sub Bagian Perencanaan Program:

C. Inspektur Pembantu Wilayah |, meliputi:
1. Seksi Pengawas Pemerintah B!dang Pembgngunan; v |
2. Seksi Pengawas Pemerintah B!dang Pemerintahan;
3. Seksi Pengawas Pemerintl?h Blﬁant? Kemasyarakatan.

embantu Wilayah I, meliputi :

¢ |1nspseekl£§|r lEengawas Pemerint'a;h Bidang Pembe!ngunar?;
2. Seksi Pengawas Pemerintah deang Pemenntah;nt,
3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
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g. Kelompok Jabatan Fy
(2) Bagan Struktur Organisasi

. Inspektorat s i S
Lamplraaneraturan BEershin p ebagaimana tercantum dalam

Paragraf 2

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Badanl Perencanaan  Pembangunan Daerah mempunyai  tugas pokok
menye quargkgn_ kewenangan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
desentralisasi dibidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan
Daerah dan statistk.

Penyusunan Program kegiatan dibidang Data dan Statistik, Ekonomi, Sosial

Budaya, Fisik dan Prasarana serta Penanaman modal.

c. Pengkoordinasian Perencanaan dibidang Data dan Statistik, Ekonomi, Sosial
Budaya, Fisik dan Prasarana serta Penanaman modal.

Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

e. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Program Pembangunan di Daerah

f. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

b.

o

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretaris, meliputi : .
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Sub Bagian Perencanaan Program.
c. Bidang Data dan statistik, meliputi :
1. Sub Bidang Dalvas ;
2. Sub Bidang Statistik. '
d. Bidang Ekonomi, meliputi: .
1. Sub bidang Sumber Daya Alam;
2. Sub Bidang Ekonomi dalr_1 thuangan.
" Bi ial Budaya, meliputi :
- 1Bld§38 gi?:lss;?]g Sosigl Dasar dan Kesejahteraan Ralfyat;
2: Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan,

i isik dan Prasarana, meliputi : |
s ?Idgz%gisé‘;ng Pekerjaan Umum dan Pengembangan kawasan,

2 Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan.
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h. Bidang Penanam
1. Sub Bidang p
2. Sub Bidang K
l Kelompok Jabat

an Mo_dal, meliputi :
romosi dan Investasi:

erjasama dan Pengembangan Investasi.
| an fungsional:
Unit Pelaksana Teknis, '

J-
(2) Bagan Struktur Organisasi

lampiran Il Peraturan Des Inspektorat sebagaimana tercantum dalam

ni.

Paragraf 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Pasal 10

B:ESS E‘;Qb?rdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas
Ean . Desye ?n?_gar?ka_n_ kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten dalam
Desga entralisasi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :

a. Perumpsan kebijaksanaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan
Pemerintahan Desa;

b. Penyusunan dan pengkoordinasian program kegiatan dibidang Pemberdayaan
masyarakat dan Pemerintahan Desa;

c. Pemberdayaan sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat serta pemanfaatan
sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta Pemerintahan Desa;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat
dan Pemerintahan Desa; )

e. Pengelolaan administrasi umum meliputi; ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. \

Pasal 12

* . (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretaris, meliputi : .
1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
2. Sub Bagian keuangan dan Aset,
3. Sub Bagian Perencanaan Program.

_ Bidang Sosial Budaya, meliputi : ,
’ 1I. Sl?b Bidang Pengembangan SDM dan Budaya Masyarakat;

2. Sub Bidang Kelembagaan d,a?( Tata II_akst'ana.
i Ekonomi masyarakat, meliputi :
¢ 'IB ldgr;% Usagi?iang Bantuan Pembangunan dan  Pemberdayaan

arakat miskin; '
2 rSn:lsyBidang Usaha Ekonomi dan Pemasaran. | o
Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, meliputi:
g 1 | gﬂ% Bidang Sumber Daya Alam dan Masyarakat Pesisir
. :dang Teknologi Tepat Guna o
f 2B.id§rl1]§ Igleﬁergi;ntahan Desa/Kelurahan, .mellp:/’il( b
. i Pembinaan Administrasi Desa/Kelur ol
;. gug g:g:gg Pembinaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan.
. Su

g. Kelompok Jabatan angsional.
h. Unit Pelaksana Teknis.
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(2) Bagan Struktur Organisas;j

Badan Kepegawaian Daerah m
dalam melaksanakan manajemen p

Pemerintahan Desa sebaga; Pemberdayaan ~Masyarakat ~dan
Daarah ini 9aimana tercantum dalam lampiran 1lIl Peraturan

Paragraf 4
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 13

e€mpunyai tugas pokok membantu Bupati
€gawai Negeri Sipil Daerah °

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebaqai )
) aima x .
Badan Kepegawaian Daerah mempunyah?ungsir?a SISt ol Fasal e

a.

b.

C.

Perumusan dan penyusunan kzbii : :

dan pengembangan dibidang ‘;u?r?t?:? Qatj:r;;éfa;?u%ram (SgIsiSn,erncanEEn
Penyu.sunan Peraturan Peruncang-undangan Dae,rah dibidang kepegawaian
sesual dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemierintah;
Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahar
dan pemberhent_lan pegawai negeri sipil sesuai dengan norma, standard dan
prosedur yang d}tgtapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Pelayanan gdmlnlsrasi kepegawaian dalam pengangkaten, pemindahan dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan structural atau fungsional sesuai
dengan norma, standar, aan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;

Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeii sipil, sesuai dengan norma,
standard an prosedur yang ditetapkan dengan peraturan peruncarg-undangan;
Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai regeri sipil
daerah sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dengan
peraturan peraturan perundang-undangan;

Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

Pembinaan tenaga fungsional;

Pengelolaan administrasi umum meliputi; ketatalaksanaan, keuangan,
perlengkapan, dan peralatan.

Pasal 15
(1) Susunan Organisasi Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai,
terdiri dari :
a. Kepalg;

b. Sekretaris, meliputi : ‘
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuargan dan Aset,
3. Sub Bagian Perencanaan Prpgrgm,
c. Bidang Mutasi dan Pensiun, mellpu.tl :
1. Sub Bidang Pensiundan Kesejahter3an;
2. Sub Bidang Mutas:. . o
d. Bidang Formasi dan Promosi Jabatan, meliputi :
1. Sub Bidang Formasi Kegetgawelan;
2 Sub Bidang Promosi Jabatan. s
e. Bidang Data dgn Informasi Kepegawaian , mshf:-tl ;
" Sub Bidang Penyiapan dan Pengolahan A?si :
2. Sub Bidang Dokurnenttq& Jan Penataan Arsip.
f. Bi embinaan, meliputt: '
Blléag%thidang Hukum dan Perundangan
2 Sub Bidang Pembinaan Disiplin.
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h. Kelompok Jabat .
I Unit Pelaksang .la.'gk':‘%lsngswnal.
(2)Bagan Struktur  Sysynan

seba - Qrganisasi -
gaiman‘a tercantum dalam Lar?rbirar? T\ll Psrzctlspan gae;(;?\ai\:?lan Daerah
B Paragraf 5
adan Pendidikan, Pelatihan,

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 16

Pasal 17

Untuk m
enyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Badan

. :'en::::]k:]:.s Z:Ig;ihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
dan pengemga[:]el;yusuqa_n kebijakan te:k_nis, program kegiatan, perencanaan
Pargembangan gan .d‘lbldang Pendidikan, Pelatihan, Penelitan dan
;Z{;){ilas:;agerfjirﬁa;ﬂrzn P;rundanbg-undangan Daerah ditidang Pendidikan,
' | an Pengembangan sesuai dengan norma, standar, dan
;F)’rosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah:; ’
C. fueng.elolaan pendidikan dan pelatihan dibidang penjenjangan dan tehnis
ngs;c_:nal, pengembangan kepegawaian serta Peningkatan sosial dan
pemerintahan serta ekonomi dan teknologi;
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi, ketatalaksanaan, keuangan,
perlengkapan, dan peralatan.

Pasal 18
(1) Susunan Organisasi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan,
terdiri dari :
a. Kepala;

b. Sekretaris, meliputi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Sub Bagian Perencanaan Program.
c. Bidang Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi :
1. Sub Bidang Analisa DIKLAT Teknis Fungsional;
2. Sub Bidang Analisa DIKLAT Penjenjangan.
d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional,
meliputi : '
1. Sub Bidang DIKLAT Kepemimpinan;
2. Sub Bidang DIKLAT Teknis dan Fungsional.
e. Bidang LITBANG Pemerintahan dan Kemasyarakatan, meliputi :
1. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
2 Sub Bidang Pemerintahan.
f. Bidang LITBANG Ekonomi Eem_bang
Pengetahuan Teknologi,'rgehpgg m bangunan:
i omi dan :
; gﬂg g:gigg Erlr('t?.lnPengetahuan Teknologi dan Sumber Daya Alam.
g. Kelompok Jabatan Fyngsional.
h. Unit Pelaksana Teknis.

unan, Sumber Daya Alain dan lImu
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Badan Lingkungan hidup mem

pemerintah Daerah dalam ran

Untuk menyelenggarakan tu

Pengelolaan Lingkungan hid
a.

b.

Paragraf 6

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 19

punyai tUQaS_pokok menyelenggaraan kewenangan
gka Desentralisasi dibidang lingkungan hidup.

Pasal 20

gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Badan
up mempunyai fungsi :

an teknis dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Eenyusunan program kegiatan dibidang analisis pencegahan dampak
Ilngku_ngan, Pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan pemulihan serta
Pemb!naan dan penegakan Hukum lingkungan,

P_emblnaan, pengkoordinasian, pengendalian penyelenggaraan kegiatan
dibidang pengendalian dampak lingkungan;

Pengembangan  kelembagaan, - peningkatan kualitas dan kapasitas
pengendalian Dampak lingkungan;

Pencegahan, penanggulangan, pengwasan pencemaran kerusakan lingkungan
dan pemilihan kualitas lingkungan;

Pemantauan dan evaluasi pencemaran kerusakan lingkungan dan pemulihan
kualitas lingkungan;

P’engelolaan administrasi umum meliputi; ketatatalaksanasn, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan.

Perumusan kebijaksana

Pasal 21

(1). Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

a. Kepala; o
b. Sekretaris. meliputi: | '

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Asel;

_ Sub Bagian Perencanaan Program. -
c gidang Ana?isis Pencegahan Dampak Lingkungan, meliputi : )
' i hnik AMDAL; _
;' glljg Bé?(?:r?g Tlgeningkatan Kualitas dan Kapasitas penanggulangan

ak Lingkungan. _ o

d Bid;ZmPpengawasan dan Perigendalian, meliputi :
' 1. Sub Bidang Pengawasan,

2. Sub Bidang Pengendalian

e. Bidang Pemantauan dan Pemu

: tauan ; .
1. Sub Bidang Pemiﬂhan Kualitas Lingkungan Hidup.

f Bzd SubPB;(rinabrl}g:;i dan Penegakan HukL;lr_r:j L‘i)ngkungan, meliputi :
B an Lingkungan Hiaup, _
;' gug g:g:ﬂg Ezmﬂ' dan Penegakan Hukum Lingkungary
. Su

dan Evaluasi. _
linan, meliputi :
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g. Kelompok Jabata i
h. Unit Pelaksana Tgkt‘liangsmnal,
(2) Bagan Struktur Organisas; Badan Lingk
g

dalam Lampiran V| Peraturan Daerah oy ungan Hidup sebagaimana tercantum

Paragraf 7

Badan Kesat
uan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 22

gsa, Politik dan Perlindungan Masyarakai

Pasal 23

Egg;ur:r? g};e‘r:eggggraikgn tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Badan
: Perumusangke'b“opsnk dan Perl|r_1dungan Masyarakat, mempunyai fungsi :
- : Jaksanaan teknis dibidang Kesatuan bangsa dan Perlindungan
Masyarakat; g

b. Penyusunan ' ibi
Mas};/arakat; program kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
g. gzggta:ag darcwj ptengembangan hubungan antar lembaga;
‘ clahan data dan informasi serta evaluasi i ,
bl il emalpi L asi kegiatan Kesatuan Bangsa dan

e. Pengelola;n administrasi  umum meliputi; ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 24

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan

Masyarakat, terdiri dari :
a. Kepala
b. Sekretaris, meliputi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3. Sub Bagian Perencanaan Program.
c. Bidang Kesatuan Bangsa, meliputi :

1. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional,

2 Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pranata Sosial.
d. Bidang Hubungan Antar Lembaga, meliputi :

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan dan Organisasi

2 Sub Bidang Partisipasi, Etika dan Budaya Politik

e. Bidang Penanganan Masalah Aktual, meliputi : ‘ . )
1I. Sug BidanggPengamatan, Pengawasan dan Analisa Potensi Konflik;

2. Sub Bidang Komunikasi Politik dan Pengamanan.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi : .
'll. S?Jb Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana,

2 Sub Bidang peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.

g. Kelompok Jabatan angsional.
D, U P ganisasi Politik dan Perlindungan
‘egsi Kantor Kesatuan Bangsa, ; ga

@ Eﬂaags?lgrglizkéigSgrgii:zlasnaastercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini
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Bad Paragraf 8
adan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 25

Ba;(ja: Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas
POXOK menyelenggarakan kewenangan Pemerintah daerah dalam rangka
Desentralisasi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan ICeluarga Berencana.

Pasal 26

Untuk  menyelenggarakan tugas sebagaimna dimaksud dalam Pasal 25

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana: _

b. Penyusunan program kKegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan
keluarga Berencana:

c. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan Pemberdayaan
Perempuan dan keluarga Berencana; :

d. Pengelolaan administrasi umum meliputi; ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 27

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana, terdiri dari :
a. Kepalg;
b. Sekretaris, meliputi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
3. Sub Bagian Perencanaan Program.
c. Bidang Keluarga Berencana, meliputi :
1. Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan KB;
2. Sub Bidang Penanggulangan Kesehatan Reproduksi.
d. Bidang Keluarga Sejahtera, meliputi :
1. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga;
2. Sub Bidang Pembinaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, meliputi :
1. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perempuan;
2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan.
f. Bidang Perlindungan Anak, meliputi :
1. Sub Bidang Pembinaan Anak;
2. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis. 7
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

/)

Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran i Feraturan
Daerah ini.
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Pasal 28

Kantor Perpustakaan, Arsip g
menyelenggarakan kewenangan Paen Do

kumentasi .
dibidang Perpustakaan, Arsip dan p mempunyai tugas pokok

merintah Daera
okumentas;i. h dalam rangka Desentralisasi

Pasal 29

untuk menyelenggarakan ty
: gas seba
Perpustakaan, Aisip dan Dokumentag, gné:?r:;jm?;?"}izsuq dalm Pasal 28 Kantor
- gsi :

a. Perumusan kebijaksanaa - e
dokumentasi: N teknis dibidang perpustakaan, Arsip dan

b. Penyusunan - -
y program kegiatan dibidang perpustakaan, Arsip dan dokumentasi;

c. Pengadaan, pengumpulan :
& ! , pengelolaan,
d E,enyalfan bahan pustaka karya cetak ser‘a'reﬁzga?aiﬁgﬁén' PREREERTI, €51
e' ngyzke)rl;gagaraan tgtg kear.sipan dilingkungan pemerintah' Kabupaten;
. g an administrasi  umum meliputi ketatalaksanaan l;euangan
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. . ’ '

Pasal 30

(1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
terdiri dari : '

Kepala;

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Perpustakaan;

Seksi Arsip;

Seksi Dokumentasi;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini

®oo oo

paragraf 10
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

pasal 31

pokok memelihara dan

Praja mem unyai tugas
g el p menegakkan Peraturan

an dan ketertiban umum,
Keputusan Bupati.

Kantor Satuan Polisi Pamon
menyelenggarakan keterjtram
Daerah, Peraturan Bupati dan

8o
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Pasal 32
Untuk menyelenggarakan tugas
Polisi Pamong Praja, mempunyaiiebag‘aimana dimaksud dalam p
a. Perumusan Perumusan kanin 95" Solam Fasal 31 Satuan
Ketentraman dan Ketertibz?\bG?:jdn . N dan penyel
b. Perumusan Kebijakan Penegak mdi Daerah: yelenggaraan
Keputusan Bupati; SRkan R
c. Pembinaan dan pen
menaati peraturan per

aan, Pemeliharaa

eraluran Daerah, Peraturan Bupati dan

9awasan terhag s

Undang-undangan?p Masyarakat agar mematuhi dan
e '

Penegakan peratyran Daerah dan Keputusan Bupati,

) N pemeliha
ketertiban umum, penegakan perartauargnda:epenyelenggaraan “elentiamen dan

aparat kepolisian Negara Penvidi rUDdang-Lgnciangan lainnya cengan
aparatur lainnya: + Tenyidk Pegawai Negeri Sipi (PPNS) dan atau

f. Pengelolaan administrasi ymy iputi;
perlengkapan dan peralorr m - meliputi; ketatalaksanaan, keuangan,

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamon

Kepala;

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Operasional dan Penertiban:

Seksi Pengamanan dan Pengawalan:

Seksi Penyuluhan dan kesamaptaan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) 8agan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sabagaimana
tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

g Praja, terdiri dari :

©Oa0To

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 34

la Kantor, Sekretaris

kan tugas ‘nspektur, Kepala Badan, Kepala , Sekretaris

g:rl]an}zem;e:: kg?dn;ng me%\etapkan prinsip Koord}nash Integrasi dan Slnl\rorjlukaskl
(KIS) bapi)k intern maLIqun antar unit Organisasi lainnya sesual dengan tugas poko

dan fungsi masing-masing.
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BAB v
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
jabaran uraian - .
fg,mi& 19, 22, t;gfas;;ndfgggsg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 710
Peraturan Bupati. asal 31 akan  diatur lebih lanjut dengan
Pasal 36

Banggai Nomor 13 Tahun 2003 il 0 maka Peraturar, Dagrah Kabupaten

; rganisasi dan Tat ' :
Barag Nomor 14 Tang 25es FAISN BSnGgal, Pergiaen Degoy Ko
03 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai aan Peraturan Daeran

Pasal 37

Hal — hal yang belum ‘diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setia_p. orang mengetahuinya, memerintahlian pengundangan
Peraturan vaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 4 liaret 2008

)

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 4 liapgt/«

2007 NOMOR .9.....
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